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Direktur Jenderal Perbendaharaan

ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI
WABAROKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah,

Tuhan Yang Maha kuasa, atas rahmat-Nya

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat
menerbitkan Laporan Khatulistiwa Tahun 2024. Lapo-
ran ini merupakan hasil konsolidasi Kajian Fiskal
Regional yang disusun oleh seluruh Kantor Wilayah
DJPb di Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk
menyediakan analisis fiskal yang komprehensif dan

terintegrasi.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi
tentang perkembangan atas implementasi kebijakan
fiskal serta keterkaitannya dengan kondisi perekono-
mian dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat
nasional dan regional. Penyusunan dilakukan secara
spasial berdasarkan enam regional utama yaitu: Suma-
tera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Malu-
ku-Papua, yang masing-masing regional memiliki
karakteristik geografis, ekonomi, sosial budaya, serta
sumber daya alam yang saling beririsan.

Khatulistiwa Tahun 2024 mengusung tema "Peningka-
tan Produktivitas sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif
dan Berkelanjutan” sebagai bentuk optimisme peran
fiskal sekaligus kewaspadaan dalam menghadapi
dinamika global agar tetap dapat mewujudkan pemuli-
han ekonomi nasional sekaligus melanjutkan target
pembangunan melalui penguatan sinergi, koordinasi,
dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat
dan daerah, termasuk para stakeholder dan partisipa-
si masyarakat.

Pembaca yang terhormat,

Sebagai negara berdaulat (sovereign nation), pemerin-
tah menggunakan instrumen fiskal untuk mewujudkan
amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam
alinea  keempat Pembukaan UUD 1945, yakni
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perda-
maian abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu,
kebijakan fiskal dirancang tidak hanya untuk menjaga
stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menjamin
peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkecil
ketimpangan, dan memperkuat fondasi pembangu-
nan berkelanjutan.



Pembaca yang budiman,

Tahun 2024 kembali menjadi tahun yang penuh
tantangan akibat tekanan global, penyesuaian
ekonomi domestik, dan masa transisi pemerintahan
baru. Namun demikian, perekonomian Indonesia
menunjukkan daya tahan vyang kuat dengan
pertumbuhan mencapai 5,03 persen, melampaui
rata-rata global dan mendekati asumsi APBN 2024,
Secara  regional, seluruh  wilayah  mencatat
pertumbuhan positif, dengan Maluku-Papua sebagai
yang tertinggi (7,81 persen). Dari sisi kesejahteraan,
berbagai indikator menunjukkan perbaikan: IPM
nasional meningkat menjadi 75,02, tingkat kemiskinan
turun ke 8,57 persen, pengangguran menurun
signifikan, serta Nilai Tukar Petani meningkat hingga
120,26, mencerminkan membaiknya daya beli petani.

Meski demikian, ketimpangan antarwilayah masih
menjadi tantangan, terutama antara Indonesia Barat
dan Timur. Perekonomian nasional saat ini masih
terkonsentrasi di regional Jawa dan Sumatera dengan
kontribusi sebesar 77,76 persen terhadap PDB
Nasional. Upaya pemerataan pembangunan secara
berkesinambungan harus terus dilakukan dengan
menciptakan peluang-peluang baru guna menciptakan
pusat-pusat  pertumbuhan di  luar  kawasan
Jawa-Sumatera.
Pemerintah terus mendorong pemerataan
pembangunan secara inklusif melalui optimalisasi
fungsi APBN/APBD sebagai alat alokasi, distribusi, dan
stabilisasi, termasuk melalui peningkatan alokasi
anggaran belanja pemerintah terutama bagi Kawasan
Timur Indonesia (KTI), penyempurnaan kebijakan
TKDD, terutama penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
yang telah terdesentralisasi pencairan anggarannya
melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN), serta sinkronisasinya dengan belanja
Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, kemandirian
fiskal pemerintah perlu terus didorong dengan strategi
dan kebijakan dalam upaya untuk meningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasis pada
pengembangan potensi daerah secara spesifik sebagai
keunggulan masing-masing daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus
diperkuat, khususnya dalam ketahanan pangan, yang
merupakan salah satu fondasi kesejahteraan
masyarakat. Indeks Ketahanan Pangan nasional
menunjukkan tren membaik meskipun masih terdapat
disparitas, terutama di Maluku-Papua. Pemerintah
terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan
penguatan infrastruktur pangan untuk mengurangi
kerentanan wilayah dengan IKP rendah. Pada saat
yang sama, berbagai program ketahanan pangan
lintas K/L dengan total alokasi Rp52,77 triliun menjadi
bukti konkret komitmen pemerintah dalam menjaga
stabilitas pangan nasional.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal
pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada
masing-masing regional diulas dalam Laporan
Khatulistiwa ini.  Dengan  demikian,  Laporan
Khatulistiwa Tahun 2024 ini diharapkan dapat
memperkaya  khazanah  kajian  fiskal ~ dan
perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat

nasional dan regional.

Akhir kata kami menyadari bahwa dalam penyusunan
ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu,
masukan yang bersifat membangun sangat kami
harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan
Khatulistiwa ini. Kami berharap Laporan Khatulistiwa
Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi para pemangku
kepentingan khususnya dalam peningkatan peran
fiskal bagi perekonomian nasional dan regional serta
bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, September 2025
Direktur Jenderal Perbendaharaan
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Capaian Inflasi tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (y-on-y), lebih rendah .
dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan inflasi yang stabil Inflasi (%)
dan terkendali, berada di bawah target sasaran inflasi dalam asumsi m Target Inflasi (Asumsi Makro)

makro sebesar 2,80 persen. Inflasi yang terkendali ini tidak lepas dari
penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan antar instansi pusat dan daerah,
serta perbaikan rantai pasok domestik turut menjaga stabilitas harga.
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Rasio Gini 2024

0,381

0,388
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year on year
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Secara tren, terjadi penurunan angka Rasio Gini
sebesar 0,007 poin dibanding September 2023.
Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan
tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, antara
lain didorong oleh pemulihan pertumbuhan
ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, serta
membaiknya distribusi pendapatan rumah tangga.
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NTP 2024 120,26 NTN 2024

101,76

120,26

112,72
106,45 106,14
107,39
104,66
year on year year on year
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tahun 2024 Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional pada tahun
mencapai 120,26, menunjukkan tren kenaikan 2024 tercatat mengalami penurunan menjadi
yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini 101,76. Meskipun masih berada sedikit di atas
mencerminkan bahwa daya beli petani terus angka 100, penurunan ini mengindikasikan
membaik, seiring dengan naiknya nilai produksi melemahnya daya beli nelayan akibat peningkatan
pertanian. biaya produksi dan fluktuasi harga hasil tangkapan.
TPAK 2024
Total Penduduk 70,63%
Berumur > 15 Tahun Total Angkatan kerja
215,37 Juta C:> 144,62 juta a
orang orang - 2
n
70,63 W I
69,49 e o
0 p 68'63 - / : ;
67,80 Y S “ o
z
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year on year (%)

TPT 2024

4,91%

6,49
5,86 5
>3 4,91
year on year (%)
2021 2022 2023 2024

TPT tahun 2024 terus mengalami penurunan
hingga mencapai sebesar 4,91 persen. Penurunan
ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja
nasional, seiring dengan pemulihan ekonomi yang
lebih kuat serta peningkatan kesempatan kerja di
berbagai sektor.




Populasi Penduduk Indonesia

281,60 Juta Jiwa
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Mayoritas penduduk Indonesia Tenggara

terkonsentrasi di Pulau Jawa
dengan proporsi 55,73% atau
156,92 juta jiwa.

Jumlah penduduk Indonesia terus
meningkat sepanjang tahun. Tren
pertumbuhan penduduk stabil namun
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Bali&Nusra juta lea 52,45%
8,08%
Sumatera
21,80%

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia
tercatat sebanyak 24,05 juta jiwa. Sebaran penduduk
miskin terbesar berada di Pulau Jawa dengan proporsi
52,45%. Namun demikian, tingkat kemiskinan nasional
terus menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun
terakhir sebesar 8,57% pada tahun 2024.

10,19% 9,71%

9,57% 9.36% -
1%

2020 2021 2022 2023 2024
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Secara spasial, dari sisi pesentase menunjukkan tren penurunan TPT sejak Agustus
2022 sampai dengan Agustus 2024 di sebagian besar wilayah. Regional Jawa menjadi
daerah dengan TPT tertinggi di Indonesia dimana pada Agustus 2024 sebesar 5,71%.
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Jumlah angkatan kerja tahun 2024 mengalami peningkatan di seluruh regional
dibandingkan tahun sebelumnya. Pulau Jawa masih menjadi penyumbang

terbesar dengan 81,73 juta jiwa. Kenaikan ini mencerminkan penguatan pasar
kerja nasional dan peningkatan partisipasi angkatan kerja di berbagai wilayah

Indonesia.
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Tingkat kemiskinan di wilayah regional sebanding dengan jumlah
penduduknya. Persentase penduduk miskin terbesar berada di regional
Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,62 persen.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi dan
Kesejahteraan

Tahun 2024 merupakan masa transisi pemerintahan yang
diwarnai dengan berbagai isu global. Perlambatan ekonomi
Tiongkok, kebijakan moneter “Higher for Longer” di Amerika
Serikat, konflik perang berkelanjutan Rusia-Ukraina, eskalasi
konflik di Timur Tengah, dan perang dagang Amerika Serikat -
Tiongkok sedikit banyak mempengaruhi pergerakan ekonomi
di Indonesia. APBN sebagai shock absorber memiliki peranan
penting dalam menjaga stabilitas negara dalam segala aspek
untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif.

Di tengah badai isu global, kebijakan fiskal dihadapkan pada
tantangan vyang tidak mudah. APBN dan APBD sebagai
instrumen  pemerintah  dituntut untuk dapat menjaga
keseimbangan kebijakan ekspansif dan menjaga risiko sebagai
buffer perekonomian tetap terkendali, sehingga sehat dan
berkelanjutan. Belanja pemerintah pusat dan daerah harus
mampu menjadi bantalan perlindungan sosial sekaligus menjadi
motor penggerak perekonomian.

Kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan performa
yang resilient dengan menghasilkan Produk Domestik Bruto
(PDB) sebesar Rp22.139 triliun sehingga berhasil mencapai
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan
tersebut telah berhasil melampaui tingkat pertumbuhan
ekonomi global dan mendekati asumsi pertumbuhan ekonomi
pada APBN 2024 sebesar 5,2 persen (y-on-y). Pertumbuhan
positif juga ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi di seluruh
wilayah Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi berada di
wilayah Maluku-Papua yaitu sebesar 7,81 persen. Sementara
pertumbuhan ekonomi paling rendah tercatat pada regional
Sumatera dengan tingkat pertumbuhan 4,45 persen.

Hal tersebut menandakan bahwa momentum pertumbuhan
perekonomian nasional tetap terjaga di tengah gejolak
tantangan global. Sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi
penyumbang terbesar PDB Nasional, dengan pertumbuhan
sebesar 4,94 persen pada tahun 2024. Kelompok konsumsi
yang tumbuh paling tinggi adalah transportasi dan komunikasi




dengan laju pertumbuhan sebesar 6,56
persen sejalan dengan semakin meningkatnya
kebutuhan masyarakat atas mobilitas, distribusi
dan teknologi komunikasi. Dari sisi lapangan
usaha, sektor industri pengolahan dan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor, menjadi penyumbang PDB
terbesar pada tahun 2024.

Tingkat inflasi Indonesia di tahun 2024 berhasil
menurun ke angka 1,57 persen (y-on-y) setelah
meningkat tinggi di tahun 2022 hingga 5,51
persen (y-on-y) akibat pandemi. Permintaan
yang sempat tertahan mulai stabil, dan rantai
pasokan kembali berfungsi normal. Penurunan
tingkat inflasi juga ditopang oleh terjaganya
berbagai komponen inflasi. Dari sisi tingkat
inflasi regional, Provinsi Papua Pegunungan
sebagai provinsi baru memiliki tingkat inflasi
tertinggi secara nasional yaitu 536 persen
(y-on-y), tingginya inflasi Provinsi ini beriringan
dengan tingginya inflasi pada Provinsi Papua
Tengah yang juga merupakan provinsi baru
dengan inflasi sebesar 3,27 persen. Tingginya
inflasi pada kedua provinsi tersebut tentu tidak
dapatdipisahkan dari statusnya sebagai provinsi
baru, selain itu juga relatif masih rendahnya
aksesibilitas dan distribusi.

Salah satu sasaran utama kebijakan fiskal adalah
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.
Karena itu, diperlukan keseimbangan antara
upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia,
yang tercermin dari perbaikan berbagai
indikator kesejahteraan. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) meningkat dari 70,81 pada 2017
menjadi 75,02 pada 2024, menggambarkan
kemajuan dalam kemampuan dasar penduduk
untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan,
dan memiliki standar hidup layak. Secara
spasial, pada 2024 terdapat 24 provinsi dengan
nilai IPM di bawah angka nasional, menunjukkan
bahwa  wilayah-wilayah  tertinggal ~ mulai
mengalami perbaikan pembangunan manusia.
Namun demikian, kesenjangan antardaerah
masih nyata, terlihat dari selisih hampir 30 poin
antara IPM tertinggi di DKI Jakarta dan terendah
di Papua Pegunungan, yang menegaskan

tantangan besar  dalam mewujudkan
pembangunan yang inklusif dan merata.

Secara  nasional,  tingkat  ketimpangan
pendapatan Indonesia sempat membaik sejak
2017 hingga kemudian terganggu oleh pandemi
Covid-19. Pada 2024, Gini Ratio kembali
membaik menjadi 0,379—Ilevel terendah dalam
tujuh tahun terakhir. Dari sisi kewilayahan, 31
provinsi memiliki tingkat ketimpangan yang
berada di bawah rata-rata nasional, dengan
rasio tertinggi di DI Yogyakarta (0,435) dan
terendah di Bangka Belitung (0,244). Kondisi
ini  mengindikasikan  bahwa ketimpangan
relatif lebih rendah di sebagian besar daerah.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan lonjakan
jumlah penduduk miskin pada 2020, tetapi
berbagai program pemulihan ekonomi berhasil
mengembalikan tren penurunannya. Pada
September 2024, jumlah penduduk miskin
menurun menjadi 24,06 juta jiwa atau 8,57
persen—level terendah dalam satu dekade
terakhir. Pemulihan serupa terlihat pada tingkat
pengangguran terbuka. Seiring pertumbuhan
ekonomi kembali positif, konsumsi meningkat,
dan investasi bergerak, sektor-sektor padat
karya mulai kembali menyerap tenaga kerja.
Jumlah pengangguran pun turun signifikan dari
9,77 juta orang pada Agustus 2020 menjadi
7,47 juta orang pada Agustus 2024.Secara
nasional, Nilai Tukar Petani menunjukkan tren
positif dalam lima tahun terakhir. Tren ini
berlanjut hingga tahun 2024 yang meningkat
cukup signifikan hingga mencapai 120,26. Laju
kenaikan indeks Harga yg Diterima Petani (It)
yang jauh lebih tinggi dibandingkan indeks
Harga yang Dibayar Petani (Ib) menunjukkan
harga komoditas pertanian yang dijual
petani mengalami kenaikan yang lebih besar
dibandingkan kenaikan harga barang dan jasa
yang dibutuhkan. Sebagian besar provinsi di
Indonesia memiliki Nilai Tukar Petani (NTP) di
atas 100, menandakan kesejahteraan petani
yang relatif baik.

Tren fluktuatif di lima tahun terakhir atas Nilai
Tukar Nelayan (NTN) masih terjadi hingga
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tahun 2024. Indeks Harga yg Diterima Nelayan
(It) mengalami penurunan di tahun 2024 dari
122 pada tahun 2023 menjadi 120,86, hal ini
disebabkan karena penurunan pada komponen
penerimaan Penangkapan Laut sebesar 1,36
basis poin (y-on-y), sementara kenaikan pada
komponen penerimaan Penangkapan Perairan
Umum hanya sebesar 1,7 basis poin (y-on-y)
sehingga tidak cukup menahan laju penurunan.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan
Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Lb) dari
115,75 ditahun 2023 menjadi 118,77, didorong
oleh kelompok pengeluaran indeks konsumsi
Rumah Tangga, indeks Biaya Produksi dan
Penambah Barang Modal. Secara umum, Nilai
Tukar Nelayan pada tahun 2024 mengalami
penurunan di hampir seluruh provinsi. Secara
nasional, kondisi ini menyebabkan jumlah
provinsi dengan NTN di bawah 100 meningkat
signifikan, dari sebelumnya hanya 5 provinsi
pada 2023 menjadi 14 provinsi pada 2024.
Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya
yang dibayar nelayan (Ib), baik konsumsi rumah
tangga maupun biaya operasional seperti
BBM yang lebih cepat dibandingkan kenaikan
harga ikan yang diterima (It), sehingga daya beli
nelayan di banyak daerah semakin tertekan.

Perkembangan Fiskal APBN, APBD dan
Anggaran Konsolidasian

Di tahun 2024, Pendapatan negara dan hibah
dapat mencapai kinerja yang baik melalui
stabilitas  pertumbuhan ekonomi domestik,
penguatan penerimaan perpajakan, dukungan
penerimaan PNBP serta peningkatan signifikan
realisasi hibah. Pendapatan negara dan hibah
tumbuh 2,4 persen (y-on-y) dari Rp2.783,93
triliun di tahun 2023 menjadi Rp2.850,60 triliun
pada tahun 2024, realisasi tersebut melewati
target tahun 2024 hingga 101,72 persen.
Regional Jawa berhasil mencapai realisasi
pendapatan negara tertinggi seiring dengan
kegiatan ekonomidan pusat pemerintahanyang
lebih banyak terjadi di regional Jawa. Realisasi
pendapatan pajak di regional Jawa di tahun
2024 mencapai Rp1.929,68 triliun sementara
pendapatan PNBP sebesar Rp540,12 triliun.
Tingginya tingkat ekonomi di regional Jawa

dipengaruhi oleh tingginya tingkat penerimaan
pajak.

Belanja negara juga mengalami peningkatan
sebesar 7,64 persen dari Rp3.121,22 triliun di
tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.359,77 triliun
di tahun 2024. Realisasi tersebut melampaui
alokasi APBN 2024 sebesar 100,49 persen dari
target Rp3.343,49 triliun. Realisasi belanja K/L
antara lain digunakan untuk penebalan bansos,
percepatan penanganan infrastruktur jalan
daerah, pembangunan IKN, dan pelaksanaan
pemilu tahun 2024, sementara belanja non K/L
dimanfaatkan untuk pembayaran bunga utang,
pembayaran subsidi energi dan pupuk, dan
penyaluran bantuan kemasyarakatan. Wilayah
Jawa mendapatkan distribusi realisasi belanja
K/L tertinggi sebesar 72,77 persen, diikuti
wilayah Sumatera 9,75 persen, Kalimantan
6,43 persen, Sulawesi 5,04 persen, Maluku-
Papua 3,31 persen serta Bali-Nusa Tenggara
2,7 persen. Beberapa alasan perbedaan
proporsi dari masing-masing wilayah antara
lain (1) pencatatan belanja dalam rangka
kebutuhan operasional di kantor pusat K/L
yang sebagian besar berlokasi di wilayah Jawa;
(2) profil demografi dan geografi dari masing-
masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan
luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan
masyarakat di masing-masing wilayah yang
akan berpengaruh terhadap distribusi program
perlindungan sosial; dan (4) kegiatan ekonomi
pada masing-masing wilayah.

Pertumbuhan negatif terjadi pada realisasi
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
sebesar 2,03 persen menjadi sebesar Rp863
triliun di tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh
penurunan Dana Bagi Hasil hingga 25,52 persen
menjadi sebesar Rp153,17 triliun di tahun
2024 akibat penurunan penerimaan ekspor
dan harga komoditas pertambangan di tahun
sebelumnya. Kalimantan mendapatkan proporsi
terbesar dari realisasi DBH yaitu sebesar 42,04
persen; sedangkan Jawa mendapatkan proporsi
terbesar untuk realisasi DAU sebesar 31,59
persen. Kontraksi yang terjadi di sebagian besar
wilayah menandakan adanya penyesuaian
kebijakan transfer fiskal. Lebih lanjut penurunan



tajam pada wilayah Kalimantan sebesar
10,89 persen (y-on-y) menunjukkan adanya
pergeseran prioritas alokasi belanja karena
pembangunan IKN lebih banyak ditopang oleh
belanja pemerintah pusat.

Realisasi defisit APBN tahun 2024 sebesar
Rp509,16 triliun ditutupi oleh pembiayaan
yang terkumpul sebanyak Rp554,89 ftriliun.
Selisih  dari  keduanya menghasilkan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar
45,73 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk

penyempitandefisitdanbahkan menjadisurplus.
SILPA/SIKPA juga diproyeksikan turun dari
Rp90,91 triliun di tahun 2023 menjadi Rp75,71
triliun di tahun 2024, atau berkurang 15,2 triliun.
Hal ini menggambarkan adanya optimalisasi
penggunaan anggaran oleh  pemerintah
daerah sehingga dana yang mengendap
pada akhir tahun dapat diminimalisir. Secara
keseluruhan, arah kebijakan fiskal daerah tahun
2024 menunjukkan pengelolaan yang lebih
sehat dengan defisit yang menyempit menjadi
surplus, berkurangnya kebutuhan pembiayaan,

Gambar A.1. Pelaksanaan APBN di Tingkat Regional

Sumatera . Kalimantan
Pendapatan Rp140,19T Pendapatan
Belanja Rp345,48 T Belanja
Surplus/Defisit  (Rp205,29 T)

Surplus/Defisit  (Rp117,59 T)

. Sulawesi
Rp95,08 T Pendapatan Rp43,95T
Rp212,67 T Belanja Rp162,98 T

Surplus/Defisit (Rp119,02 T)

. Jawa . Bali-Nusra
Pendapatan Rp2.504,18 T Pendapatan
Belanja Rp2.412,14T Belanja
Surplus/Defisit  Rp92,04 T

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

mendukung  kebutuhan prioritas nasional
maupun penyelesaian kewajiban pemerintah.
Dari sisi anggaran daerah, dalam kurun waktu
2022 - 2024, pemerintah daerah masih
memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap
pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi Surplus/Defisit APBD secara nasional
menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan,
defisit yang sebelumnya sebesar Rp7,44 triliun
di tahun 2023 menjadi surplus Rp3,42 triliun
atau mengalami perbaikan sebesar Rp10,86
triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan
daerah diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan
dengan kebutuhan belanja, sehingga terjadi

Surplus/Defisit (Rp53,41 T)

. Maluku-Papua

Rp36,15T Pendapatan Rp31,02T
Rp89,56 T Belanja Rp136,90 T

Surplus/Defisit (Rp105,88 T)

serta pemanfaatan anggaran yang lebih optimal
untuk mendukung capaian pembangunan
daerah.

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
terhadap PDRB tahun 2024 di tiap regional
berkisar antara 6,48 persen - 18,10 persen.
Dengan gap sebesar 11,62 persen, regional
Maluku-Papua menjadi kawasan yang memiliki
kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
terhadap PDRB terbesar dan regional Jawa
menjadi yang terendah. Sedangkan untuk
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto
terhadap PDRB tahun 2024 di seluruh regional
berkisar antara 28,48 persen - 36,43 persen,
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dengan regional Sulawesi menjadi kawasan
dengan kontribusi tertinggi, dan wilayah Maluku-
Papua dengan kontribusi terendah. Selanjutnya
kontribusi  Pengeluaran Konsumsi  Rumah
Tangga (PK-RT) terhadap PDRB tahun 2024 di
seluruh regional rata-rata cukup tinggi dengan
regional Sumatera, Jawa, Bali - Nusa Tenggara
dan Sulawesi berada di atas 45%.

Dalam rangka mendukung implementasi
penganggaran berbasis kinerja melalui Monev
Pelaksanaan Anggaran, sejak tahun 2019,

mencapai Rp1.321,93 triliun.

Monev Perencanaan dan Penganggaran
Belanja Pemerintah Pusat dan TKD 2024

Monev sinkronisasi belanja pemerintah pusat
dan DAK Fisik dilakukan terhadap 6 bidang
yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap
perencanaan/penganggaran,  vaitu  bidang
air minum, bidang jalan, bidang kesehatan
dan KB, bidang pendidikan, bidang pertanian
dan bidang sanitasi yang dialokasikan pada
beberapa K/L antara lain, Kementerian PUPR,

Gambar A.2. Pelaksanaan APBD di Tingkat Regional

Sumatera . Kalimantan
Pendapatan Rp301,98 T Pendapatan
Belanja Rp304,89 T Belanja
Surplus/Defisit  (Rp2,91T)

Surplus/Defisit Rp1,07 T

. Sulawesi
Rp197,85T Pendapatan Rp125,70 T
Rp196,78 T Belanja Rp124,90 T

Surplus/Defisit Rp0,80 T

. Jawa

Pendapatan Rp541,69 T Pendapatan
Belanja Rp540,53 T Belanja
Surplus/Defisit Rp1,15T

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

seluruh Satker K/L telah melaporkan data
capaian output dengan tingkat partisipasi
pada tahun 2024 mencapai 99,89 persen
setiap bulan. Sebagai upaya untuk mendorong
kualitas dan pemanfaatan data capaian output
Satker K/L, telah dilakukan identifikasi dan
pengelompokkan output-output yang bersifat
strategis berdasarkan sektor prioritas yaitu
sektor perndidikan, sektor kesehatan, sektor
infrastruktur, sektor perlindungan sosial, dan
sektor ketahanan pangan. Untuk mendukung
ketercapaian output tersebut, pemerintah
melalui Kementerian Negara/Lembaga telah
merealisasikan belanja K/L pada tahun 2024

. Bali-Nusra

Surplus/Defisit Rp2,10 T

. Maluku-Papua

Rp85,95 T Pendapatan Rp100,65 T
Rp83,85T Belanja Rp99,44 T

Surplus/Defisit Rp1,20 T

Kemendikbud Ristek, Kementerian Kesehatan
dan Kementerian Pertanian dengan total pagu
belanja K/L yang mendukung DAK Fisik pada
keempat K/L tersebut sebesar Rp97.518,2
miliar atau 24,3% dari total anggaran yang
dialokasikan untuk keempat K/L tersebut.
Berdasarkan provinsi, alokasi anggaran belanja
K/L yang mendukung DAK Fisik secara nominal
terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta sebesar
Rp26.680,7 miliar. Hal ini dikarenakan terdapat
program nasional yang dibayarkan secara
terpusat dari Jakarta, namun penerima manfaat
tersebar di seluruh Indonesia.



Alokasi belanja terbesar dengan nominal
Rp56.941,1 miliar ada di bidang jalan dengan
realisasi mencapai 98,1% atau Rp55.853,5
miliar. Hal ini menunjukkan penyerapan yang
baik di bidang jalan. Untuk bidang kesehatan
dan KB, alokasi belanja K/L mencapai Rp144,1
miliar dengan realisasi 70,1% atau Rp101 miliar.
Masih terdapat beberapa RO dengan tingkat
penyerapan yang beragam. Selanjutnya, kinerja
realisasi anggaran belanja K/L yang mendukung
DAK  Fisik bidang pendidikan menunjukkan
pencapaian yang cukup baik dengan realisasi
sebesar 98,1% atau sebesar Rp25.279,8 miliar.
Hal ini mencerminkan efektivitas dalam belanja
untuk mendukung berbagai program di sektor
pendidikan. Di bidang pertanian, alokasi realisasi
belanja K/L mencapai 94,8% atau sebesar
Rp2.863,6 miliar. Hal ini menunjukkan efektivitas
penyaluran yang baik dengan beberapa RO
menunjukkan penyerapan optimal mendekati
100%, antara lain area penyaluran benih
jagung, benih padi, jaringan irigasi tersier yang
direhabilitasi, dan layanan kesehatan hewan.
Berikutnya, realisasi belanja K/L untuk bidang
sanitasi mencapai 64,7% atau sebesar 2.733,9
miliar. Hal ini menunjukkan proyek-proyek
sanitasi telah berjalan dengan kemajuan yang
signifikan, namun masih terdapat ruang untuk
mengoptimalkan penyerapan anggaran yang
lebih baik.

Sinergi Pusat-Daerah Dalam Memperkuat
Ketahanan Pangan

Salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat
dan pembangunan nasional yaitu ketahanan
pangan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki
peran yang saling melengkapi dalam menjaga
ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan
di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengukur
capaian tersebut, salah satu indikator yang
digunakan adalah Indeks Ketahanan Pangan
(IKP). Indeks ini menggambarkan sejauh mana
suatu daerah mampu menjamin ketersediaan
pangan,  keterjangkauan, serta  kualitas
konsumsi masyarakatnya. Berdasarkan data
terbaru, rata-rata IKP nasional mencapai sekitar
76,6. Perkembangan IKP di seluruh regional
dalam periode 2018-2024 berada di rentang

65-80, kecuali regional Maluku-Papua yang
berada di rentang 45-50. Daerah Indonesia
timur dengan rata-rata nilai IKP rendah masih
menghadapi tantangan pada aspek konektivitas
logistik, ketergantungan pada komoditas
tunggal, serta kerentanan terhadap perubahan
iklim dan bencana alam. Secara keseluruhan,
tren 2018-2024 menunjukkan peningkatan
ketahanan pangan nasional yang positif,
dengan kesenjangan antarwilayah yang masih
perlu diatasi melalui sinergi kebijakan pusat
dan daerah, peningkatan infrastruktur logistik
pangan, serta pemanfaatan data dan inovasi
teknologi pertanian untuk menjangkau daerah-
daerah dengan ketahanan pangan rendah.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional
tahun 2024 dilaksanakan melalui berbagai
program lintas kementerian/lembaga yang
mencakup aspek produksi, distribusi, konsumsi,
dan tata kelola pangan. Berdasarkan data
realisasi anggaran di tahun 2024, total alokasi
anggaran untuk program-program ketahanan
pangan mencapai Rp52,77 triliun, dengan
realisasi sebesar Rp43,51 triliun atau 82,45%
persen dari pagu nasional. Kementerian PUPR
mencatat kontribusi terbesar dengan pagu
Rp29,64 triliun dan realisasi 76,5 persen,
yang dialokasikan untuk pembangunan dan
rehabilitasi  irigasi  serta infrastruktur —air.
Kementerian Pertanian memiliki pagu Rp15,62
triliun dan realisasi 91,54 persen, dengan
kinerja tertinggi pada Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi (98,06 persen). Kementerian
Kelautan dan  Perikanan  merealisasikan
86,57 persen dari total pagu Rp7,25 triliun,
dengan capaian tertinggi pada Program
Kualitas Lingkungan Hidup (92,25 persen).
Kementerian ~ Perdagangan  menunjukkan
kinerja terbaik secara persentase dengan
realisasi 99,31 persen dari pagu Rp241,1
miliar. Sementara itu, Badan Pangan Nasional
walaupun masih dalam tahap awal pelaksanaan
dapat mencapai realisasi 99,43 persen dari
pagu Rp29,1 miliar, seiring proses penguatan
kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.

2
4
)
g
>
z
m
A
(%]
m
=
c
=
|







PERKEMBANGAN INDIKATOR
MAKRO EKONOMI DAN
KESEJAHTERAAN

Photo by Eka Utama | Humas DJPb



Photo by Tim Media Kanwil DJPb Sumatera Utara

. PERKEMBANGAN
INDIKATOR MAKRO
EKONOMI DAN
KESEJAHTERAAN

1.1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

I.1.A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diwarnai
dengan berbagai isu global yang menantang. Perlambatan
pertumbuhan ekonomi Tiongkok, kebijakan moneter “Higher for
Longer" di Amerika Serikat, konflik perang yang berkelanjutan
Rusia-Ukraina, eskalasi konflik di Timur Tengah, perang dagang
Amerika Serikat-Tiongkok dengan tarif impor baru telah sedikit
banyak mempengaruhi pergerakan ekonomi di Indonesia.
Disamping itu, pemilihan umum Presiden Indonesia pada
kuartal kedua tahun 2024 serta beragam kebijakan baru dari
pemerintah terpilih yang baru, semakin mewarnai kondisi
ekonomi Indonesia di penghujung tahun 2024. APBN sebagai
shock absorber memiliki peranan penting dalam menjaga
stabilitas negara dalam segala aspek untuk tetap berada pada
koridor pertumbuhan yang positif.

Grafik 1.1. Produk Domestik Bruto 2020 - 2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik

Tahun 2024 dipenuhi kondisi ketidakpastian dan volatilitas
ekonomi global, namun kinerja perekonomian Indonesia
terbukti  menunjukkan performa yang resilient dengan
berhasil menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar
Rp22.138,96 ftriliun. Capaian ini secara historis berhasil
menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen
dari periode sebelumnya tahun 2023 sebesar Rp20.892,35
triliun.  Pertumbuhan tersebut telah berhasil melampaui
tingkat pertumbuhan ekonomi global namun belum berhasil
melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2024
sebesar 5,2 persen (y-on-y).




Tabel 1. 1. Produk Domestik Bruto Tahun 2020
dan Target 2024

Negara/Kelompok
Negara

2020 2021 2022 2023 2024

Amerika Serikat 2,5 Y] 6 2,5 2,8 2,7
Eropa 1,6 -6,0 6,3 3,5 0,4 0,8

Jepang 0,4 -4,1 2,6 0,9 1,4 0,1

Tiongkok 6 2,2 8,4 3 5,2 4,8

India 3,9 -5,8 9,7 76 9,1 6,5
Indonesia 5 -2,1 3,7 5,31 5,05 5,03

Sumber : World Economics Outlook IMF (database Apriil 2025)

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/
WEOWORLD

.11.A.1. Pertumbuhan Ekonomi Spasial

Pertumbuhan positif juga ditunjukkan secara
spasial,  pertumbuhan  ekonomi  masih
didominasi regional Jawa yang memberikan
kontribusi  sebesar 57,02 persen, diikuti
regional Sumatera 22,12 persen, regional
Kalimantan 8,24 persen, regional Sulawesi
7,12 persen, regional Bali-Nusa Tenggara 2,81
persen, dan regional Maluku-Papua sebesar
2,69 persen. Namun, regional Maluku-Papua
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling
tinggi dibandingkan regional lain, sebesar 7,81
persen. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan
beragam program prioritas pada RPJMN 2020-
2024 yang berakhir pada tahun ini, di bidang
infrastruktur dan kesejahteraan. Pertumbuhan
ekonomi paling rendah terdapat pada regional
Sumatera dengan tingkat pertumbuhan 4,45
persen. Kontribusi dan pertumbuhan ekonomi
secara spasial masing-masing wilayah disajikan
dalam tabel 1.2 di bawah. Porsi perekonomian
yang masih tersentralisasi pada pulau Jawa
memberikan  dampak  sangat  signifikan

Tabel 1. 2. Kontribusi dan Pertumbuhan
Ekonomi Spasial

Nominal PDRB

2024 Proporsi PDRB 2024 Pertumbuhan Ekonomi

4.870.293,25 22,12% 4,45%
12.555.910,68 57,02% 4,92%
1.815.074,48 8,24% 5,52%
1.568.828,50 7,12% 6,18%
617.989,18 2,81% 5,04%
592.453,29 2,69% 7,81%

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (C-to-C)
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (Y-on-Y)

5,02%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1.Sebaran Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi Spasial Tahun 2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik

pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sejalan dengan signifikannya pengaruh porsi
perekonomian pulau Jawa, pertumbuhan
ekonomi pulau Jawa berhasil mengalami
peningkatan menjadi 4,92 persen (Y-on-y) pada
tahun 2024 dari 4,86 persen (Y-on-y) pada
tahun 2023.

1.11.A.1. Perkembangan PDB Berdasarkan
Pengeluaran

Pada sisi  pengeluaran, Konsumsi rumah
tangga masih menjadi penyumbang terbesar
PDB nasional, konsumsi ini pada tahun 2024
mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen,
lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2023 sebesar
4,82 persen.

Grafik 1.2.  Distribusi PDB Tahun 2024

Distribusi (%) Pertumbuhan (%, y-on-y)
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Sumber : Badan Pusat Statistik
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Tabel 1. 3. Laju Pertumbuhan PDB Menurut
Pengeluaran 2020 - 2024

Perkembangan Pertumbuhan Komponen Pengeluaran
2020 2021 2022 2023 2024

Tren

. Pengeluaran
Konsumsi 4,94
Rumah Tangga

. Pengeluaran
Konsumsi
LNPRT

12,48

. Pengeluaran
Konsumsi 6,61 N\
Pemerintah

. Pembentukan
Modal Tetap
Domestik
Bruto

461 /

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1. 4. Laju Pertumbuhan PDB Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga

Laju Pertumbuhan PDB

Pengeluaran (Seri 2010),

2020 2021 2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga
a. Makanan dan Minuman
b. Pakaian, alas kaki dan jasa
perawatannya

-4,211-0,07 | 4,31 4,47 | 2,55

¢. Perumahan dan
perlengkapan rumah tangga
. Kesehatan dan Pendidikan 3,09 1,7 2,41 3,99 4,02
. Transportasi dan komunikasi | -9,57 | 2,59 | 938 7,59 6,56
. Restoran dan hotel -8,14| 3,87 | 6,57 | 6,38 | 6,53
g. Lainnya -0,65 | 1,83 2,7 2,9 3,47

2,28 2,19 2,79 3,8 4,34

o

™

-

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan PDB
menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga
yang terus tumbuh seiring terkendalinya inflasi
dan daya beli masyarakat dengan kelompok
konsumsi yang tumbuh paling tinggi adalah
transportasi  dan komunikasi dengan laju
pertumbuhan sebesar 6,56 persen. Laju
pertumbuhan ini masih tinggi sejalan dengan

semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat
atas mobilitas, distribusi, dan teknologi
komunikasi. Selain itu, laju pertumbuhan
restoran dan hotel juga masih tinggi sebesar
6,53 persen, hal ini masih berkaitan dengan
pertumbuhan transportasi.  Namun, apabila
dilihat berdasarkan delta peningkatan laju
pertumbuhan daritahun sebelumnya, kelompok
pengeluaran makanan dan minuman (selain
restoran) mengalami delta laju pertumbuhan
yang paling tinggi dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar 0,81 persen. Kelompok pengeluaran
lainnya dengan peningkatan sebesar 0,57
persen, yang ditopang oleh peningkatan aktivitas
rekreasi seiring peningkatan jumlah wisatawan
nusantara dan wisatawan mancanegara, serta
berbagai event olahraga dan hiburan.

1.11.A.3. Perkembangan PDB Berdasarkan
Lapangan Usaha
Dari sisi Lapangan Usaha, sektor Industri

Pengolahan dan (G) Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
menjadi penyumbang PDB terbesar pada tahun
2024. Porsi PDB pada kedua sektor tersebut
mencapai sepertiga dari PDB Nasional.

Seluruh sektor menunjukkan laju pertumbuhan
yang positif. Sektor jasa lainnya menunjukkan
laju pertumbuhan paling tinggi sebesar 9,8
persen, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan memiliki laju pertumbuhan

Tabel 1. 5. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Spasial

PDB Lapangan Usaha

Distribusi PDB ADHB

2023

Laju Pertumbuhan

2024 Tren 2020 2021 2022 2023 2024 Tren

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12,53 | 12,61 | 1,77 1,87 2,25 1,31 0,67 |
2. Pertambangan dan Penggalian 10,52 9,15 ~ -1,95 4 4,38 6,12 49 |
3. | Industri Pengolahan 18,67 | 1898 | — | -293| 339| 489 | 464 443 —
4. Pengadaan Listrik dan Gas 1,04 1,03 | — -2,34 5,55 6,61 4,91 4,77 | -
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan 0,06 | 0,06 4,94 4,97 3,23 4,9 156 |
Daur Ulang
6. | Konstruksi 992| 1009| — | -326| 28| 201| a491| 702|  —
7. ::::Ela:ngjtlfesar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 12,94 163’7] | 379 4,63 5,53 485 4,86
8. Transportasi dan Pergudangan 5,89 6,13 | -15,05 3,24 | 19,87 | 13,96 8,69 |
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,52 | 2,64 | — | -10,26 3,88 | 11,94 10 8,56 |
10. | Informasi dan Komunikasi 4,23 434 | — | 10,61 6,82 7,73 7,59 7,57 |
11. | Jasa Keuangan dan Asuransi 4,16 4,17 | — - 3,25 1,56 1,93 4,77 4,74 |-~
12. | Real Estat 2,42 235| — 2,32 2,78 | 1,72| 1,43 2,5 |
13. | Jasa Perusahaan 1,83 1,92 | — -5,44 0,73 8,77 8,24 8,38
14. ?::EF\I:,:;: Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan 295| 3,04| 003 | -0,03 252 1,51 64|
15. | Jasa Pendidikan 2,79| 28| —| 261| o011| o55| 1,77| 3,75|
16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,21 1,26 | — | 11,56 | 10,45 2,75 4,67 8,11 | -
17. | Jasa Lainnya 1,94 | 205| — 41| 212 | 9,47] 10,52 98|

Sumber : Badan Pusat Statistik



paling rendah sebesar 0,67 persen. Tingginya
laju pertumbuhan Sektor jasa lainnya sejalan
dengan aktivitas rekreasi dan pariwisata, serta
pertumbuhan pada jasa-jasa lainnya seperti
beragam jasa konsultasi, dan perhelatan
beragam event besar.

Sektor transportasi dan pergudangan masih
memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi.
Hal ini masih relevan seperti tahun sebelumnya
dimana masih dalam koridor RPJMN 2020-
2024. Dalam periode ini terdapat program
prioritas yang ditargetkan harus selesai pada
tahun terakhir. Penyelesaian pekerjaan pada
akhir periode tersebut secara langsung dapat
meningkatkan beragam fasilitas transportasi
seperti jalan tol, kereta api, dan bandara.

1.1.B.
1.1.B.1.

Perkembangan Tingkat Inflasi
Perkembangan Inflasi Nasional

Setelah mengalami peningkatan inflasi tertinggi
sepanjang 5 tahun terakhir pada tahun 2022
hingga 5,51 persen (y-on-y), pada tahun 2024
tingkat inflasi nasional berhasil menurun berada
pada angka 1,57 persen (y-on-y). Tahun 2024
ditandai dengan mulai normalnya total aktivitas
ekonomi setelah pandemi Covid-19. Permintaan
yang sempat tertahan mulai stabil, dan rantai
pasokan kembali berfungsi normal. Penurunan
ketidakpastian global dan perbaikan situasi
ekonomi domestik menciptakan lingkungan
yang kondusif untuk menjaga harga tetap stabil.

Grafik 1.3. Tingkat Inflasi Tahunan Indonesia

2019 2020 2021 2022 2023 2024

———Tingkat Inflasi Tahunan Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik

Meskipun tekanan eksternal mereda, peran
kebijakan  domestik sangat vital. Bank
Indonesia (Bl) dan pemerintah (melalui TPIP
dan TPID) menunjukkan koordinasi yang kuat.
Bl merespons kenaikan inflasi di tahun 2022
dengan menaikkan suku bunga secara agresif
untuk mengendalikan permintaan. Langkah
ini berhasil mengendalikan ekspektasi inflasi
masyarakat. Sementara itu, pemerintah fokus
pada stabilisasi pasokan pangan domestik
melalui berbagai program seperti operasi pasar
yang membantu menjaga harga pangan tetap
terjangkau. Stabilitas harga ini sangat penting
karena menjaga daya beli masyarakat dan
menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Di tengah risiko volatilitas kondisi global, APBN
Tahun 2024 berperan penting sebagai shock
absorber dalam meredam dampak gejolak
perekonomian global.

Laju inflasi dalam beberapa tahun memiliki pola
yang cenderung sama yaitu terjadi peningkatan
pada periode kuartal ke-2 dan kuartal ke-4.
Pada tahun 2024 terdapat perubahan berupa
majunya laju inflasi semester pertama pada
kuartal ke-1 yang disebabkan waktu yang

Grafik 1.4. Perkembangan Laju Inflasi Nasional
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bertepatan dengan peningkatan konsumsi
masyarakat pada momentum hari raya
keagamaan dan libur sekolah. Namun di tahun
2024 laju inflasi memiliki pola yang lebih stabil
dimana tidak terdapat kenaikan yang signifikan
maupun penurunan yang drastis apabila
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Inflasi bulanan Desember 2024 memiliki angka
yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan
sebelumnya tetapi lebih rendah dibandingkan
bulan yang sama pada tahun lalu.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan
harga yang ditunjukkan oleh kenaikan sebagian
besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu:
kelompok makanan, minuman, dan tembakau
sebesar 1,90 persen; kelompok pakaian dan
alas kaki sebesar 1,16 persen; kelompok
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar
rumah tangga sebesar 0,59 persen; kelompok
perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan
rutin  rumah tangga sebesar 1,04 persen;
kelompok kesehatan sebesar 1,93 persen;
kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya
sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan
sebesar 1,94 persen; kelompok penyediaan
makanan dan minuman/restoran sebesar 2,48
persen; dan kelompok perawatan pribadi dan
jasa lainnya sebesar 7,02 persen. Sementara
kelompok  pengeluaran yang mengalami
penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi
sebesar 0,30 persen dan kelompok informasi,
komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27
persen.

1.11.B.2. Perkembangan Inflasi Regional

Tingkat inflasi seluruh provinsi di Indonesia
memiliki variasi yang berbeda. Provinsi Papua
Pegunungan sebagai provinsi baru memiliki
tingkat inflasi tertinggi secara nasional yaitu
5,36 persen (y-on-y), tingginya inflasi Provinsi
ini- beriringan dengan tingginya inflasi pada
Provinsi Papua Tengah yang juga merupakan
provinsi baru dengan inflasi sebesar 3,27
persen. Pada Provinsi Papua Pegunungan,
inflasi paling tinggi sebesar 5,36 persen yang
terjadi pada Kabupaten Jayawijaya. Tingginya

Grafik 1.5. Tingkat Inflasi Provinsi Tahun 2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik

inflasi pada kedua provinsi tersebut tentu
tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai
provinsi baru dan masih rendahnya aksesibilitas
dan distribusi barang.

1.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

I.2.A. Indeks Pembangunan Manusia

1.2.A.1. Perkembangan Indeks Pembangunan

Manusia
Dalam tujuh tahun terakhir, pembangunan
manusia di Indonesia menunjukkan kemajuan
yang konsisten. Berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) mengalami peningkatan dari 70,81 pada
2017 menjadi 75,02 pada 2024. Peningkatan ini
mencerminkan perbaikan kemampuan dasar
manusia untuk hidup sehat, berpengetahuan,
dan memiliki standar hidup layak. Namun
demikian, masih  terdapat  kesenjangan
kualitas antarprovinsi yang perlu diperhatikan.



Grafik 1.6. Perkembangan IPM Tahun 2017 - 2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik

Keberhasilan dalam penanganan pandemi
Covid-19yangdisertaiupaya pemulihanekonomi
menjadi faktor penting dalam mendukung
peningkatan kualitas pembangunan manusia di
Indonesia.

Sejak tahun 2017, IPM Indonesia terus
bertumbuh secara konsisten dengan tingkat
pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2024,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
kembali  menunjukkan  peningkatan  dan
mencapai 75,02, naik 0,63 poin dibandingkan
tahun 2023 (74,39). Pertumbuhan ini relatif
stabil dengan tren peningkatan jangka panjang
sejak 2017, dan sedikit lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan tahunan periode 2010-2022.

Sehubungan  dengan  dicabutnya  status
pandemi COVID-19, tingkat pertumbuhan IPM
tahun 2023 dan 2024 bernilai hampir sama
(0,62-0,63), menunjukan adanya konsistensi
dan stabilitas pembangunan manusia. Kenaikan
IPM tahun 2024 ditopang oleh perbaikan pada
seluruh dimensi, khususnya standar hidup layak
yang terus pulih seiring membaiknya kondisi
ekonomi nasional.

Seluruh dimensi yang menjadi pembentuk
IPM kembali menunjukkan peningkatan pada
2024. Hal ini menegaskan bahwa kualitas
hidup penduduk terus membaik, baik dari sisi
kesehatan, pendidikan, maupun daya beli
Pada dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup
(UHH) saat lahir pada 2024 mencapai 74,15
tahun, naik 0,22 tahun dibandingkan 2023 yang
sebesar 73,93 tahun.

Peningkatan UHH menunjukan semakin baiknya
kualitas kesehatan masyarakat, termasuk akses
terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan
lingkungan yang sehat. Dari sisi pendidikan,

Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,15
tahun menjadi 13,21 tahun. Begitu pula dengan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang meningkat
dari 8,77 tahun pada 2023 menjadi 8,85 tahun
pada 2024.

Meningkatnya 2 indikator ini  menunjukan
semakin banyak penduduk yang mengenyam
pendidikan formal serta semakin mudahnya
akses pendidikan. Dimensi standar hidup
layak juga mencatat perkembangan positif.
Pengeluaran per kapita riil per tahun naik dari
Rp11,9 juta pada 2023 menjadi Rp12,34 juta
pada 2024. Dengan demikian, peningkatan daya
beli masyarakat tercermin semakin konsisten
dalam delapan tahun terakhir.

Secara spasial, pada tahun 2024 terdapat
24 Provinsi yang memiliki nilai IPM dibawah
nasional dimana kondisi ini sama dengan
tahun 2023. Secara umum, seluruh provinsi
mengalami kenaikan nilai IPM. Mulai tahun
2024, BPS menyajikan IPM untuk 38 provinsi dan
provinsi Papua Pegunungan memiliki tingkat
pertumbuhan tertinggi sebesar 1,83% (0,98
poin) namun status pembangunan manusia
masih dalam level rendah. Adapun rata-rata
kenaikan setiap provinsi adalah sebesar 0,66
poin.

Pada 2024, status pembangunan manusia
di Sulawesi Barat meningkat dari “sedang’
menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM sebesar
70,46 dan status pembangunan manusia di
Papua Tengah meningkat dari “rendah” menjadi
“sedang”, dengan capaian IPM sebesar 60,25.
Dengan peningkatan status pembangunan
manusia tersebut, jumlah provinsi berstatus
pembangunan manusia “tinggi” (70 < IPM <
80) menjadi sebanyak 30 provinsi, berstatus
“sedang” (60 < IPM < 70) sebanyak 5 provinsi,
dan berstatus “rendah” (IPM < 60) sebanyak 1
provinsi. Sementara itu, DKI Jakarta dan D.l.
Yogyakarta memiliki status pembangunan
manusia “sangat tinggi” (IPM > 80).

Pergeseran  status ini  penting karena
memperlihatkan bahwa pembangunan
manusia di wilayah tertinggal, khususnya Papua,
mulai menunjukkan arah perbaikan. Namun
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Grafik 1.7. Perbandingan IPM 2024 per Provinsi
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Sumber : Badan Pusat Statistik

demikian, jurang disparitas antara kawasan
timur dan barat Indonesia masih cukup besar.
Sebagai ilustrasi, selisih IPM antara provinsi
tertinggi (DKI Jakarta) dan terendah (Papua
Pegunungan) mencapai hampir 30 poin. Kondisi
ini memperlihatkan tantangan besar dalam
mewujudkan pembangunan yang inklusif dan
merata.

Gambar 1.2.IPM 2024 Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik

.2.A.3. Perkembangan Tingkat Ketimpangan

Pendapatan (Gini Ratio)

Pada level nasional, sejak Maret 2017 sampai
dengan September 2019, angka Gini Ratio
menurun dari 0,393 menjadi 0,380. Penurunan
tersebut mencerminkan perbaikan pemerataan
pengeluaran penduduk di Indonesia. Pandemi
Covid-19 pada 2020 menyebabkan terhentinya
tren positif. Angka Gini Ratio meningkat menjadi
0,381 pada Maret 2020 dan kembali naik
menijadi 0,385 pada September 2020.

Pada periode selanjutnya, Gini Ratio bergerak
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fluktuatif dengan kecenderungan meningkat
hingga mencapai 0,388 pada Maret 2023 atau
mencapai level tertinggi sejak 2017. Pandemi
Covid-19 dan pemulihan  pasca-pandemi
memiliki dampak langsung dalam memperlebar
kesenjangan pendapatan yang menyebabkan
angka Gini Ratio meningkat. Secara lokasi,
ketimpangan di wilayah perkotaan konsisten
lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan.
Pada Maret 2023, Gini Ratio perkotaan tercatat
sebesar 0,409, naik 0,007 poin dibanding
September 2022 dan menjadi yang tertinggi
sejak Maret 2017.

Sebaliknya, Gini Ratio di perdesaan relatif lebih
stabil. Pada September 2022 nilainya 0,313,
bahkan sedikit lebih rendah dibanding Maret
2017. Fluktuasi di perdesaan cenderung kecil,
termasuk ketika pandemi 2020 berlangsung.
Tren ini kemudian membaik pada Maret 2024,
ketika Gini Ratio nasional turun signifikan
menjadi 0,379, level terendah dalam tujuh
tahun terakhir. Penurunan ini memberi sinyal
perbaikan distribusi pengeluaran penduduk,

Grafik 1.8. Perkembangan Gini Ratio Indonesia
Tahun 2017-2024
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Tabel 1. 6. Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (persen), Maret 2022 - Maret 2024

PERKOTAA PERD AA PERKOTAA PERD AA
TAHUN Pendud Pendud Pendud Pendud Pendud Pendud Pendud Pendud Pendud
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Maret 2022 17,07 35,00 47,93 21,01 38,91 40,08 18,06 35,74 46,20
Sept- 2022 17,19 34,99 47,82 21,06 38,97 39,97 18,24 35,78 45,98
Maret 2023 16,99 34,42 48,59 21,18 38,61 40,21 18,04 35,25 46,71
Maret 2024 17,41 34,87 47,72 21,39 39,17 39,44 18,40 35,69 45,91

Sumber : Badan Pusat Statistik

meski ketimpangan perkotaan masih menjadi
tantangan utama.

Selain menggunakan Gini Ratio, ketimpangan
juga dapat diukur melalui persentase
pengeluaran kelompok 40 persen penduduk
terbawah (P40) atau dikenal sebagai ukuran
Bank Dunia. Semakin besar persentase P40,
semakin merata distribusi pengeluaran di

masyarakat.

Pada Maret 2024, persentase pengeluaran
kelompok 40 persen terbawah mencapai 18,40
persen. Angka ini meningkat 0,36 persen poin
dibandingkan Maret 2023 (18,04 persen), serta
naik 0,16 persen poin dibanding September
2022 (18,24 persen). Kenaikan ini menunjukkan
perbaikan distribusi pengeluaran penduduk
setelah sempat melebar pada masa pandemi.

Dilihat menurut wilayah, kondisi perkotaan dan
perdesaan menunjukkan pola yang berbeda:

Perkotaan: P40 pada Maret 2024 tercatat
17,41 persen, naik 0,42 persen poin
dibanding Maret 2023 (16,99 persen) dan

meningkat 0,22 persen poin dari September
2022 (17,19 persen). Meski masih lebih
rendah dibanding perdesaan, peningkatan
ini ~ menandakan  adanya  perbaikan
pemerataan di kota.

Perdesaan: P40 mencapai 21,39 persen
pada Maret 2024, meningkat 0,21 persen
poin dibanding Maret 2023 (21,18 persen)
dan naik 0,33 persen poin dibanding
September 2022 (21,06 persen). Angka
yang relatif lebih tinggi dari perkotaan
menunjukkan bahwa pemerataan
pengeluaran di desa lebih baik dan lebih
stabil.

Secara keseluruhan, perbaikan P40 pada 2024
mengonfirmasi tren penurunan ketimpangan
yang juga terlihat dari menurunnya Gini Ratio.
Hal ini menunjukkan distribusi pengeluaran
masyarakat  Indonesia  perlahan  semakin
merata, meski ketimpangan perkotaan masih
lebih tinggi dibanding perdesaan.

Secara spasial, sebanyak 31 provinsi memiliki

Grafik 1.9. Perbandingan Rasio Gini per Provinsi
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tingkat ketimpangan di bawah nilai nasional
(0,379). Nilai Rasio Gini tertinggi terdapat pada
Provinsi DI Yogyakarta (0,435) dan terendah
pada Provinsi Bangka Belitung (0,244). Dengan
jumlah provinsi di bawah rata-rata nasional
yang lebih banyak, hal ini menunjukkan bahwa
ketimpangan ekonomi relatif lebih rendah di
sebagian besar daerah. Ketimpangan yang lebih
tinggi di DI Yogyakarta, DKl Jakarta, dan beberapa
provinsi timur Indonesia (seperti Papua dan
Gorontalo) menggambarkan adanya perbedaan
pengeluaran antar kelompok penduduk yang
masih cukup besar di wilayah tersebut.

Sementara itu, provinsi dengan ketimpangan
rendah seperti Bangka Belitung, Maluku, dan
Kalimantan Tengah menunjukkan distribusi
pengeluaran vyang lebih merata. Pola ini
menegaskan bahwa ketimpangan tidak selalu
berhubungan  dengan tingkat kemajuan
ekonomi wilayah. Daerah dengan IPM tinggi
seperti Yogyakarta justru mencatat Gini Ratio
yang tinggi. Hal inimemberikan tantangan dalam
pemerataan hasil pembangunan. Sebaliknya,
provinsi dengan basis ekonomi yang relatif
lebih kecil dapat memiliki ketimpangan rendah
karena distribusi pengeluaran antar penduduk
lebih seimbang.

.2.A.4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Selama periode 2014-2024, Indonesia telah
berhasil mencapai langkah maju dalam
pengentasan kemiskinan walaupun dari sisi
tren cenderung fluktuatif. Sebelum pandemi
COVID-19, tingkat kemiskinan nasional berada
dalam tren penurunan yang stabil dimana
Indonesia dapat mencapai titik terendah pada
September 2019 dengan jumlah penduduk
miskin sebesar 24,78 juta atau 9,22%. Pandemi
COVID-19 menjadi faktor pendorong utama
yang menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah
penduduk miskin di tahun 2020. Namun
demikian, melalui program pemulihan ekonomi
nasional, Indonesia berhasil memperoleh
kembali tren penurunannya yang mencapai
titik terendahnya dalam satu dekade terakhir
dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,06

Grafik 1.10. Jumlah dan Persentase Penduduk
Miskin di Indonesia Tahun 2014-2024 (Juta/%)
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juta atau menjadi 8,57% pada bulan September
2024.

Dalam kurun waktu empat tahun pasca
pandemi (Maret 2021—September 2024),
jumlah penduduk miskin menurun sebesar 3,48
juta orang. Sementara itu, apabila dibandingkan
dengan Maret 2024, terdapat penurunan
sebesar 1,16 juta orang. Perkembangan
positif penurunan jumlah penduduk miskin
tersebut tidak lepas dari perkembangan
ekonomi dalam kurun waktu tersebut. Dirilis
dalam Berita Resmi Statistik tanggal 15 Januari
2025, faktor-faktor yang mempengaruhi
penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia
antara lain: (i) pertumbuhan ekonomi Indonesia
sebesar 5,35 persen pada Triwulan [l1-2024
dibandingkan dengan Triwulan 1-2024, (i)
peningkatan pengeluaran konsumsi rumah
tangga pada Triwulan 111-2024 sebesar 2,63
persen dibandingkan Triwulan [-2024; serta
(i) adanya pertumbuhan sektor-sektor Produk
Domestik Bruto (PDB) yang meliputi lapangan
usaha pertanian, kehutanan dan perikanan
atas dasar harga konstan sebesar 23,54 persen
dibandingkan Triwulan 1-2024.

Tabel 1. 7. Perbandingan Jumlah dan Persentase
Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2021
dan September 2024

Daerah/Tahun Persentase Penduduk  Jumlah Penduduk Miskin

Miskin (%) (juta orang)

Perkotaan:

Maret 2021 7,89 12,18

September 2024 6,66 11,05
Perdesaan:

Maret 2021 13,10 15,37

September 2024 11,34 13,01
Jumlah:

Maret 2021 10,14 27,54

September 2024 8,57 24,06

Sumber : Badan Pusat Statistik



Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah
penduduk miskin di wilayah perdesaan
cenderung lebih  tinggi dibandingkan di
perkotaan. Sampai dengan bulan September
2024, sebesar 54,07 persen jumlah penduduk
miskin berada di wilayah perdesaan. Dalam
kurun waktu empat tahun yaitu Maret 2021
sampai dengan September 2024, jumlah
penduduk miskin di perkotaan turun sebesar
1,13 juta orang sedangkan di perdesaan turun
sebesar 2,36 juta orang. Dari sisi persentase,
kemiskinan di perkotaan turun dari 7,89
persen menjadi 6,66 persen. Sementara itu,
di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi
11,34 persen.

Tingkat  kemiskinan di  wilayah  regional
berbanding lurus dengan jumlah penduduknya

Tabel 1. 8. Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan Regional September 2024

Tingkat Jumlah Penduduk Distribusi
Kemiskinan (%) Miskin (juta orang) Kemiskinan (%)

Wilayah

Maret Sept Maret Sept Maret Sept
2021 2024 2021 2024 2021 2024

Jumlah

Sumber : Badan Pusat Statistik

(Tabel 1.9). Dari sisi perkembangan distribusi
kemiskinan,  tidak  terdapat  perubahan
komposisi walaupun dari perkembangannya
terus membaik dimana tingkat kemiskinan di
seluruh regional menurun. Pada September
2024, distribusi kemiskinan terbesar berada di
regional Jawa dengan persentase sebesar 52,45
persen, namun secara komposisi menurun
bersama dengan regional Sumatera dan
Sulawesi. Pergeseran tersebut berdampak pada
meningkatnya distribusi kemiskinan di wilayah
Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-
Papua. Dari sisi tingkat kemiskinan, persentase
penduduk miskin terbesar berada di wilayah
Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,62
persen pada September 2024, sedangkan,
persentase penduduk miskin terendah berada
di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,30 persen.
Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk

Grafik 1.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Tahun 2021-2024
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miskin masih berada di Pulau Jawa yaitu 12,62
juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin
terendah berada di Pulau Kalimantan (0,91 juta
orang).

Perkembangan  Indeks  Kedalaman  dan
Keparahan Kemiskinan selama periode Maret
2021 sampai September 2024 menggambarkan
terjadinya perbaikan pasca pandemi Covid-19.
Pada kurun waktu tersebut, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Untuk
indeks P1, terjadi penurunan dari semula
1,71 pada bulan Maret 2021 menjadi 1,36
pada bulan September 2024 (Grafik 1.12). Hal
tersebut menggambarkan bahwa kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin
semakin  mendekati garis kemiskinan. Hal
tersebut mengindikasikan adanya peningkatan
pendapatan pada penduduk miskin. Demikian
pula, indeks P2 juga mengalami penurunan dari
0,42 di bulan Maret 2021 menjadi 0,32 di bulan
September 2024. Hal tersebut menggambarkan
pendapatan penduduk sangat miskin yang
meningkat sehingga memperkecil kesenjangan
pendapatan pada kelompok penduduk miskin.
Kedua hal tersebut juga memberikan gambaran
terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  yang
membaik dan keberhasilan program-program
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Jika ditinjau berdasarkan daerah, indeks P1 dan
P2 di wilayah perdesaan lebih tinggi daripada
perkotaan. Pada September 2024, nilai indeks
P1 perkotaan sebesar 0,98 sedangkan di wilayah
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Grafik 1.12. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Tahun 2021-2024
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perdesaan jauh lebih tinggi yang mencapai 1,92.
Demikian pula, nilai indeks P2 di perkotaan
sebesar 0,22, sedangkan di wilayah perdesaan
mencapai  0,48. Kondisi ini menegaskan
bahwa walaupun secara jumlah, orang miskin
di perkotaan lebih banyak dibandingkan di
pedesaan, namun demikian, pendapatan
penduduk miskin di wilayah pedesaan jauh
lebih kecil dengan persentase jumlah penduduk
sangat miskin yang lebih besar. Untuk ity,
program-program strategis Pemerintah perlu
difokuskan untuk pengembangan wilayah
perdesaan dan pemberdayaan masyarakat
desa.

.2.A.5. Perkembangan Tingkat
Pengangguran
Perkembangan ekonomi pasca Covid-19

memberikan harapan pemulihan ekonomi dan
penurunan angka pengangguran. Sebagaimana
kita ketahui bersama, pandemi Covid-19
membawa dampak yang berat terhadap angka
pengangguran di Indonesia dimana tingkat
pengangguran terbuka vyang tinggi karena
ekonomi tertekan, banyak sektor terhenti,
dan mobilitas dibatasi. Namun demikian,
pemulihan secara bertahap terjadi mulai
2022, dengan ekonomi yang mulai tumbuh
kembali, konsumsi meningkat, investasi kembali
bergerak, dan sektor-sektor yang padat karya
kembali mulai menyerap tenaga kerja. Secara
umum penurunan cukup konsisten dimana
jumlah pengangguran mengalami penurunan

Grafik 1.13. Jumlah Pengangguran dan Tingkat
Pengangguran Terbuka Tahun 2024
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sebesar 2,3 juta jiwa, yaitu dari 9,77 juta jiwa
pada Agustus 2020 menjadi 7,47 juta jiwa
pada Agustus 2024. Walaupun demikian, jika
dibandingkan dengan Februari 2024, terdapat
kenaikan jumlah pengangguran sebesar kurang
lebih 270 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran
Terbuka juga mengalami penurunan sebesar
0,41 persen, dari 532 persen pada Agustus
2023 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024.
Diharapkan, jika pertumbuhan ekonomi terus
berkembang maka angka pengangguran juga

akan terus menurun.

Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan
masih cenderung lebih tinggi dibandingkan di
wilayah perdesaan. Pada bulan Agustus 2024,
TPT di daerah perkotaan sebesar 5,79 persen
sedangkan di daerah perdesaan sebesar 3,67
persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPT
perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,61
persen. Demikian pula, TPT perdesaan juga
sedikit mengalami penurunan sebesar 0,21
persen. Secara umum, kecenderungan TPT di
daerah perkotaan lebih tinggi disebabkan dari

sisi jenis lapangan kerja formal lebih ketat dan
Grafik 1.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun
2024 Menurut Tempat Tinggal
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Grafik 1.15. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun
2024 Menurut Jenis Kelamin
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memiliki daya serah tenaga kerja terbatas, arus
urbanisasi, serta ekspektasi pekerjaan lebih
tinggi dari para pencari kerja.

Jika ditinjau dari jenis kelamin, perbandingan
TPT antara laki-laki dan perempuan cenderung
memiliki selisin yang tidak terlalu jauh, kecuali
kondisi pada saat pandemi tahun 2020 dimana
TPT laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan TPT
perempuan (7,46 persen laki-laki dan 6,46
persen perempuan). Kondisi pada Agustus
2024 sedikit berbeda dimana TPT perempuan
lebih tinggi dimana TPT laki-laki sebesar 4,90
persen sedangkan TPT perempuan sebesar
4,92 persen.

Sepanjang 2021-2024, TPT masih didominasi
olen lulusan SMK dan SMA. Untuk bulan Agustus
2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan
masih merupakan yang tertinggi dibandingkan
tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu
sebesar 9,01 persen. Sementara itu, TPT yang
paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah,
yaitu sebesar 2,32 persen. Penurunan TPT
terjadi pada level SD sampai dengan SMA/
SMK, dengan penurunan terbesar pada orang
yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah
Pertama, yaitu sebesar 0,67 persen. Sementara,
terdapat peningkatan TPT pada kelompok

Grafik 1.16. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun
2021-2024 Menurut Tingkat Pendidikan (%)
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Grafik 1.17. Perbandingan Penyerapan Tenaga
Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2023-
2024 (%)
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lulusan Diploma I/1I/1ll sebesar 0,04 persen dan
kelompok lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar
0,07 persen poin.

Dari sisi jenis lapangan pekerjaan, terdapat tiga
lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja
paling banyak yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan sebesar 28,18 persen; Perdagangan
sebesar 18,89 persen; serta Industri Pengolahan
sebesar 13,83 persen. Jika dibandingkan
dengan komposisi lapangan usaha di tahun
2023, pola yang terbentuk dalam menyerap
tenaga kerja ini masih relatif sama walaupun
terdapat kecenderungan menurun. Hal tersebut
menggambarkan adanya pergeseran jumlah
orangyang bekerja pada sektor-sektor lapangan
kerja yang dominan. Dibandingkan Agustus
2023, tiga lapangan usaha yang mengalami
peningkatan persentase jumlah tenaga kerja
terbesar yaitu Aktivitas Kesehatan (0,06%); Real
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Estate (0,03%); dan Administrasi Pemerintahan
(0,03%). Sektor lapangan usaha mengalami
penurunan tertinggi yaitu Pengangkutan dan
Pergudangan sebesar 0,11%.

Secara spasial, jika dibandingkan antara TPT
Agustus 2024 dan Agustus 2023, beberapa
wilayah mengalami penurunan TPT yaitu di
regional Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali-
Nusa Tenggara. Sedangkan di regional Sulawesi
dan Maluku-Papua, terdapat kecenderungan
peningkatan TPT walaupun relatif kecil. Untuk
regional Sulawesi, kenaikan TPT tersebut hanya
0,01 persen, sedangkan di regional Maluku
dan Papua, kenaikan TPT sebesar 0,07 persen.
Regional Jawa menjadi daerah dengan TPT
tertinggi di Indonesia dimana pada Agustus
2024 mencapai sebesar 5,32 persen diikuti
regional Sumatera yang mencapai 4,75 persen.
Sementara, TPT di regional Bali dan Nusa
Tenggara cukup rendah yaitu 2,51 persen.

Berdasarkan wilayah provinsi, berdasarkan data
BPS bulan Agustus 2024, Jawa Barat merupakan
provinsi yang memiliki jumlah pengangguran
tertinggi. jumlah pengangguran di Jawa Barat

Tabel 1. 9. Jumlah dan Tingkat Pengangguran
Terbuka Menurut Regional Tahun 2021-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka*)

Wilayah

2021 2022 2023 2024
1 Regional Sumatera 5,69% 5,33% | 4,97% 4,75%
2 Regional Jawa 7,26% 6,45% | 5,87% 5,35%
3 Regional Kalimantan 5,34% | 4,83% | 4,56% | 4,42%
4 Regional Sulawesi 4,43% 3,73% | 3,64% 3,65%
5 Regional Bali-Nusra 4,05% | 3,74% | 2,88% | 2,51%

6 Regional Maluku-
Papua 4,58% | 4,12% | 4,35% | 4,42%
NASIONAL 6,49% 5,86% 5,32% 4,91%

*) Rata-rata TPT Provinsi

Sumber : Badan Pusat Statistik

pada Agustus 2024 adalah 1,77 juta orang
(dari total angkatan kerja 26,19 juta orang)
dengan TPT sebesar 6,75 persen. Dari sisi TPT,
persentase tingkat pengangguran terbesar
diikuti oleh Provinsi Banten dengan TPT 6,68
persen dimana jumlah pengangguran di Banten
adalah 414,75 ribu orang (atau sekitar 414.750
orang).

1.2.A.6. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Perkembangan Nilai Tukar Petani secara
nasional menunjukkan tren positif dalam lima
tahun terakhir. Pada tahun 2020, NTP tercatat
sebesar 101,69, kemudian naik menjadi
104,66 pada 2021, 107,39 pada 2022, dan
112,72 pada 2023. Tren kenaikan ini berlanjut
secara signifikan pada tahun 2024, ketika NTP
meningkat cukup signifikan hingga mencapai
120,26 yang menjadi capaian tertinggi dalam
periode tersebut. Kenaikan NTP pada tahun
2024 tidak terlepas dari perubahan signifikan
pada Indeks Harga yang Diterima Petani (It)
dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, It
tercatat sebesar 131,95 dan Ib sebesar 117,06,
menghasilkan NTP 112,72. Sedangkan pada
tahun 2024, It meningkat menjadi 145,34 atau
10,15%, sedangkan Ib hanya meningkat menjadi
120,85 atau sekitar 3,24%. Laju pertumbuhan
It yang jauh lebih tinggi dibandingkan Ib
menunjukkan bahwa harga komoditas pertanian
yang dijual petani mengalami kenaikan yang
lebih besar daripada kenaikan harga barang
dan jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi
rumah tangga maupun biaya produksi. Kondisi
ini  mengindikasikan  bahwa  pendapatan
petani mengalami  peningkatan  signifikan
disertai dengan perbaikan daya beli, meskipun
biaya hidup dan produksi tetap mengalami
kenaikan. Keadaan tersebut mencerminkan
perbaikan kesejahteraan petani yang lebih solid
dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen pengeluaran petani tahun 2024
menunjukan kenaikan pada hampir semua
kelompok, baik Indeks Konsumsi Rumah
Tangga (IKRT) maupun Indeks Biaya Produksi
dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Pada
kelompok IKRT, pengeluaran tertinggi tercatat
pada komponen Makanan, Minuman, dan
Tembakau dengan indeks 126,53 atau naik 6,42
basis poin (y-on-y). Sementara pada kelompok
BPPBM, Transportasi masih menjadi komponen
dengan indeks tertinggi sebesar 123,86, namun
kenaikan terbesar terjadi pada komponen
Bibit yang mencapai 115,93 atau naik 3,07
basis poin (y-on-y). Hal ini menunjukkan bahwa
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kenaikan pengeluaran petani terutama dipicu
oleh konsumsi pangan, biaya transportasi,
dan kenaikan biaya bibit yang langsung
memengaruhi biaya produksi.

Sepanjang tahun 2020-2024, sebagian besar
provinsi di Indonesia memiliki Nilai Tukar Petani
(NTP) di atas 100, menandakan kesejahteraan
petani yang relatif baik atau adanya surplus.
Pada tahun 2024, Provinsi Bengkulu menjadi
provinsi dengan NTP tertinggi secara nasional
sebesar 182,86 atau naik signifikan 35,44
basis poin (y-on-y). Tren bulanan menunjukkan
kenaikan konsisten, dari 160,86 pada Januari
hingga puncak 203,86 pada Desember.
Peningkatan NTP Bengkulu terutama didorong
oleh meningkatnya harga komoditas unggulan
seperti kopi, kelapa sawit, karet, dan kol/kubis.
Harga kopinaiktajam akibat penurunan produksi
di berbagai negara produsen dan dukungan
pemerintah daerah yang mendorong konsumsi
domestik serta ekspor. Sementara itu, harga
kelapa sawit cenderung fluktuatif mengikuti
pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO)

Tabel 1. 10. NTP Tertinggi dan Terendah Per
Regional Tahun 2024

Regional
Regional Sumatera

Tertinggi Terendah

Bengkulu (182,86)

Kepulauan Riau (104,69)

Regional Jawa

Jawa Tengah (114,48)

DI Yogyakarta (105,25)

Regional Kalimantan

Kalimantan Barat
(156,89)

Kalimantan Selatan
(115,42)

Regional Sulawesi

Sulawesi Barat (148,18)

Gorontalo (110,09)

Regional Bali-Nusa
Tenggara

Nusa Tenggara Barat
(121,96)

Nusa Tenggara Timur
(99,83)

Regional Maluku-
Papua

Maluku Utara (103,61)

Papua Tengah (99,39)

Sumber : Badan Pusat Statistik

118.53

Sulawesi Selatan
Kalimantan Utara

17.56

115.81
115.42
114.65
114.48
12.59
112.17
110.09
109.14
105.25
104.69
103.61
101.72
101.2
101.07
101
100.85
100.13
100.12
99.83
8939

Bali
Maluku

Papua Barat Daya
Papua

Banten

DI Yogyakarta
Nusa Tenggara..

Papua Tengah

Gorontalo
Kepulauan Riau

Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Jawa Tengah

Jawa Timur

Jawa Barat

Maluku Utara
Papua Barat

Papua Pegunungan
Papua Selatan

global, tingkat permintaan internasional, serta
kondisi distribusi dan infrastruktur lokal. Meski
mayoritas provinsi memiliki NTP di atas 100,
masih ada daerah yang mencatat NTP di bawah
100 atau defisit, yakni Nusa Tenggara Timur
(99,83) dan Papua Tengah (99,39). Namun,
jumlah provinsi dengan kondisi defisit menurun
dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, capaian Nilai Tukar
Petani (NTP) pada setiap regional sebagian
besar menunjukan surplus dan mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Regional Sumatera, Jawa dan Kalimantan
berhasil mempertahankan seluruh provinsinya
pada angka NTP di atas 100, dengan Bengkulu
menjadi yang tertinggi secara nasional
sebesar 182,86. Namun, di regional Sulawesi
dan Maluku-Papua masih terdapat provinsi
dengan NTP defisit, yaitu Nusa Tenggara Timur
dengan NTP 99,83 dan Papua Tengah dengan
NTP sebesar 99,39. Secara umum, Sumatera
menijadi regional dengan capaian rata-rata NTP
tertinggi, sedangkan Maluku-Papua berada di
posisi terendah.

Pada regional Sumatera, Provinsi Bengkulu

mencatat NTP tertinggi sebesar 182,86,
sedangkan Provinsi Kepulauan Riau berada
di posisi terendah dengan NTP 104,69.

Perbedaan ini salah satunya dipengaruhi oleh
kondisi geografis. Bengkulu memiliki lahan
subur, posisi strategis, dan ekosistem yang
mendukung berbagai komoditas pertanian.
Sebaliknya, Kepulauan Riau sebagai wilayah
kepulauan dengan dominasi lahan bakau dan
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tanah bauksit, serta keterbatasan luas lahan,
menghadapi kendala dalam mengoptimalkan
produktivitas dan nilai tukar petani. Sementara
itu, pada regional Jawa, NTP Provinsi Jawa
Tengah sebesar 114,48 merupakan NTP
dengan angka tertinggi di regional Jawa,
sedangkan NTP Provinsi DI Yogyakarta sebesar
105,25 merupakan yang terendah. Meskipun
demikian, NTP DIY telah mengalami kenaikan
dibandingkan tahun sebelumnya didorong
oleh peningkatan indeks harga yang diterima
petani (It) karena kenaikan harga beberapa
komoditas unggulan seperti telur ayam ras,
ketela pohon, cabai merah, melon, dan bawang
merah. Kemudian pada regional Kalimantan,
provinsi dengan NTP tertinggi yaitu Provinsi
Kalimantan Barat sebesar 156,89 dan provinsi
dengan NTP terendah yaitu Provinsi Kalimantan
Selatan sebesar 115,42. Tingginya NTP Provinsi
Kalimantan Barat tidak terlepas dari adanya
kenaikan pada harga yang diterima petani pada
komoditas kelapa sawit, karet, gabah, kelapa,
jeruk, ayam ras, dan babi.

NTP Provinsi Sulawesi Barat sebesar 148,18
merupakan NTP dengan angka tertinggi di
regional Sulawesi, sedangkan NTP Provinsi
Gorontalo sebesar 110,09 merupakan NTP
dengan angka yang terendah. Tingginya NTP
Provinsi Sulawesi Barat sangat dipengaruhi
oleh naik turunnya nilai tanaman perkebunan
rakyat (NTPR) yang merupakan lapangan
usaha pertanian utama di Sulawesi Barat. Pada
regional Bali - Nusa Tenggara, Provinsi Nusa
Tenggara Barat memiliki NTP dengan angka
tertinggi sebesar 121,96. Sedangkan, Provinsi
Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan
NTP terendah sebesar 99,83 atau kurang dari
angka 100.  Meskipun demikian, terdapat
peningkatan NTP Provinsi NTT dibandingkan
dengan tahun sebelumnya sebesar 96,84 yang
disumbang oleh komoditas gabah, jagung,
kakao/coklat biji, kacang hijau dan bawang
merah yang mempengaruhi indeks terima
petani. Sementara itu, pada regional Maluku-
Papua, Maluku Utara menjadi provinsi dengan
NTP tertinggi sebesar 103,61 sedangkan
Provinsi Papua tengah dengan NTP sebesar

99,39 merupakan yang terendah. Rendahnya
NTP pada Provinsi Papua Tengah dipengaruhi
oleh tekanan biaya produksi tinggi, infrastruktur
terbatas dan kurangnya pasar yang kompetitif.

1.2.A.7. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional menunjukkan
tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir, di
mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 100,22,
meningkat konsisten hingga mencapai 106,45
pada tahun 2022, namun kembali turun menjadi
106,14 ditahun 2023 hingga menurun signifikan
pada tahun 2024 sebesar 101,76 sekaligus
mendekati angka keseimbangan 100 vyang
menunjukkan tekanan terhadap kesejahteraan
nelayan. Perubahan ini erat kaitannya dengan
dinamika Indeks Harga yang Diterima Nelayan
(It) dan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib).
Pada tahun 2024, Indeks Harga yang Diterima
Nelayan (It)mengalamipenurunandari 122 pada
tahun 2023 menjadi 120,86 atau turun sebesar
1,14 basis poin (y-on-y), sementara Indeks
Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) meningkat dari
115,75 menjadi 118,77 atau naik sebesar 3,02
basis poin (y-on-y).

Penurunan pada tahun 2024 disebabkan
karena adanya penurunan pada komponen
penerimaan Penangkapan Laut sebesar 1,36
basis poin (y-on-y), sementara kenaikan pada
komponen penerimaan Penangkapan Perairan
Umum sebesar hanya 1,7 basis poin (y-on-y)
sehingga tidak cukup menahan laju penurunan.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan Ib
didorong oleh kelompok pengeluaran Indeks
Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan
kelompok pengeluaran dengan kenaikan
tertinggi sebesar 4,9 basis poin (y-on-y)
khususnya pada komponen Makanan, Minuman,
dan Tembakau yang memiliki indeks tertinggi
sebesar 126,17. Kenaikan Ib juga disumbang
oleh kelompok pengeluaran Indeks Biaya
Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM)
khususnya pada komponen Transportasi dan
Komunikasi yang merupakan pengeluaran
dengan indeks tertinggi sebesar 121,02. Kondisi
ini mengindikasikan bahwa meskipun nelayan
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Sumber : Badan Pusat Statistik

masih memperoleh tambahan pendapatan,
lonjakan biaya hidup dan kebutuhan produksi
lebih tinggi sehingga mempersempit margin
keuntungan. Dengan demikian, turunnya NTN
tahun 2024 menandakan bahwa kesejahteraan
nelayan relatif menurun dan memerlukan
perhatian lebih dalam menjaga stabilitas harga
serta daya beli nelayan.

Tren Nilai Tukar Nelayan pada setiap provinsi
di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan
penurunan  secara umum  dibandingkan
tahun sebelumnya. Provinsi Sumatera Selatan
masih menjadi provinsi dengan NTN tertinggi
yaitu sebesar 117,43, meskipun mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar
121,11 yang merupakan NTN terbesarnya
selama 5 tahun terakhir. Hal ini menandakan
bahwa nelayan di Provinsi Sumatera Selatan
masih  berada  dalam  kondisi  surplus
pendapatan, meskipun terdapat tekanan
tertentu yang menurunkan NTN. Sementara itu,
Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat NTN

Tabel 1. 11.NTN Tertinggi dan Terendah Per
Regional Tahun 2024

Terendah
Sumatera Barat (95,65)
Jawa Timur (94,58)

Kalimantan Tengah
(96,51)
Sulawesi Tengah (93,61)

Regional Tertinggi
Sumatera Selatan (117,43)
DI Yogyakarta (116,68)

Kalimantan Utara (105,59)

Regional Sumatera

Regional Jawa

Regional Kalimantan

Regional Sulawesi Sulawesi Selatan (111,92)

Regional Bali-Nusa
Tenggara

Regional Maluku-
Papua

Nusa Tenggara Barat
(103,26)
Maluku (114,24)

Nusa Tenggara Timur
(89,49)

Papua Barat Daya
(95,11)

Sumber : Badan Pusat Statistik
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terendah sebesar 89,49 yang juga menurun
dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Secara nasional, hampir seluruh provinsi
mengalami penurunan NTN, yang berdampak
pada meningkatnya jumlah provinsi dengan
NTN di bawah 100 dari 5 provinsi pada tahun
2023 menjadi 14 provinsi pada tahun 2024.
Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya
yang dibayar nelayan (Ib), baik konsumsi rumah
tangga maupun biaya operasional seperti BBM,
yang lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan
harga ikan yang diterima (It), sehingga daya beli
nelayan di banyak daerah semakin tertekan.

Pada tahun 2024, capaian NTN di setiap regional
menunjukkan kecenderungan menurun
dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tidak
ada satu pun regional yang seluruh provinsinya
mencatat NTN di atas 100. Pada 2023, Sumatera
menjadi satu-satunya regional yang seluruh
provinsinya mencatat NTN diatas 100, namun
kondisi tersebut tidak berlanjut pada 2024. Di
regional Jawa, sebagian besar provinsi masih
mempertahankan NTN di atas 100 meskipun
dua provinsi mengalami penurunan hingga di
bawah 100. Pola serupa terlihat di Kalimantan,
dengan mayoritas provinsi berada di bawah
100. Sementara itu, Bali-Nusa Tenggara dan
Sulawesi juga didominasi oleh NTN di bawah
100. Sebaliknya, regional Maluku-Papua relatif
lebih baik karena mayoritas provinsinya masih
memiliki NTN di atas 100, meskipun terjadi
penurunan pada Papua Barat yang turun di
bawah 100.
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Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi
dengan NTN tertinggi di regional Sumatera
dengan NTN sebesar 117,43 dan hanya
terdapat 1 provinsi dengan NTN dibawah 100
yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,65
yang merupakan terendah pada regionalnya.
Rendahnya NTN Provinsi Sumatera Barat
dipengaruhi oleh faktor nasional seperti
oversupply ikan, peningkatan harga BBM,
serta cuaca buruk dan gelombang tinggi
yang berpengaruh pada berkurangnya hasil
tangkapan nelayan. Pada regional Jawa, NTN
tertinggi pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar
116,68 yang didorong oleh kenaikan nilai tukar
beberapa komoditas unggulan seperti cakalang,
layur, beladang, tenggiri, lobster, dan tuna, serta
diperkuat dengan dukungan pemerintah melalui
alokasi DAK Fisik yang direalisasikan dalam
berbagai program strategis. Sedangkan, NTN
terendah pada regional Jawa adalah Provinsi
Jawa Timur sebesar 94,58 yang telah direspon
dengan beberapa kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan
melalui revitalisasi pelabuhan, pemberdayaan
masyarakat nelayan dan akses permodalan
melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara
itu, pada regional Kalimantan, NTN Provinsi
Kalimantan Utara sebesar 105,59 merupakan
NTN dengan angka tertinggi, sedangkan NTN
Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 96,51
merupakan yang terendah, namun besaran ini
telah mengalami kenaikan jika dibandingkan
dengan tahun 2023. Kenaikan ini didorong oleh
naiknya indeks harga produksi pada kelompok
penangkapan perairan umum pada komoditas
lais, baong, dan gabus.

Pada regional Bali-Nusa Tenggara, Provinsi Nusa
Tenggara Barat mencatat NTN tertinggi sebesar
103,26, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara
Timur dengan NTN sebesar 89,49 menjadi yang
terendah secara nasional maupun regional.
Rendahnya NTN pada Provinsi NTT dipengaruhi
oleh cuaca tidak menentu dan risiko badai
siklon yang membatasi penangkapan ikan,
pengelolaan tradisional tanpa hilirisasi, dampak
erupsi Gunung Lewotobi yang menurunkan
produksi, serta keterbatasan distribusi dan

BBM sehingga potensi perikanan belum mampu
optimal meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Sementara itu, pada regional Sulawesi, NTN
tertinggi pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar
111,92 dan NTN terendah pada Provinsi
Sulawesi Tengah sebesar 93,61. Meski memiliki
potensi perikanan besar, Provinsi Sulawesi
Tengah belum mampu mengoptimalkan sektor
ini. Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya
ikan tertekan oleh biaya produksi yang tinggi,
harga jual rendah, dan kuantitas hasil yang
menurun. Dampak hilirisasi nikel dan besi
juga menurunkan produktivitas perikanan,
sehingga NTN daerah ini tetap rendah. Adapun
pada regional Maluku-Papua, Provinsi Maluku
memiliki NTN dengan angka tertinggi sebesar
114,24, sedangkan NTN Provinsi Papua Barat
Daya sebesar 95,11 merupakan yang terendah.
Berbeda dengan provinsi lain pada regionalnya
yang mengalami penurunan, Provinsi Maluku
mencatat sedikit kenaikan NTN jika dibandingkan
dengan tahun 2023.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional menunjukkan
tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir, di
mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 100,22,
meningkat konsisten hingga mencapai 106,45
pada tahun 2022, namun kembali turun menjadi
106,14 di tahun 2023 hingga menurun signifikan
pada tahun 2024 sebesar 101,76 sekaligus
mendekati angka keseimbangan 100 vyang
menunjukkan tekanan terhadap kesejahteraan
nelayan. Perubahan ini erat kaitannya dengan
dinamika Indeks Harga yang Diterima Nelayan
(It) dan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib).
Pada tahun 2024, Indeks Harga yang Diterima
Nelayan (It)mengalamipenurunandari 122 pada
tahun 2023 menjadi 120,86 atau turun sebesar
1,14 basis poin (y-on-y), sementara Indeks
Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) meningkat dari
115,75 menjadi 118,77 atau naik sebesar 3,02
basis poin (y-on-y).

Penurunan pada tahun 2024 disebabkan
karena adanya penurunan pada komponen
penerimaan Penangkapan Laut sebesar 1,36
basis poin (y-on-y), sementara kenaikan pada
komponen penerimaan Penangkapan Perairan
Umum sebesar hanya 1,7 basis poin (y-on-y)



sehingga tidak cukup menahan laju penurunan.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan Ib
didorong oleh kelompok pengeluaran Indeks
Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan
kelompok pengeluaran dengan kenaikan
tertinggi sebesar 4,9 Dbasis poin (y-on-y)
khususnya pada komponen Makanan, Minuman,
dan Tembakau yang memiliki indeks tertinggi
sebesar 126,17. Kenaikan Ib juga disumbang
oleh kelompok pengeluaran Indeks Biaya
Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM)
khususnya pada komponen Transportasi dan
Komunikasi  yang merupakan pengeluaran
dengan indeks tertinggi sebesar 121,02. Kondisi
ini mengindikasikan bahwa meskipun nelayan
masih memperoleh tambahan pendapatan,
lonjakan biaya hidup dan kebutuhan produksi
lebih tinggi sehingga mempersempit margin
keuntungan. Dengan demikian, turunnya NTN
tahun 2024 menandakan bahwa kesejahteraan
nelayan relatif menurun dan memerlukan
perhatian lebih dalam menjaga stabilitas harga
serta daya beli nelayan.

Tren Nilai Tukar Nelayan pada setiap provinsi
di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan
penurunan  secara umum  dibandingkan
tahun sebelumnya. Provinsi Sumatera Selatan
masih menjadi provinsi dengan NTN tertinggi
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